BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

bahwa sehubungan dengan perkembangan perekonomian
dan pembangunan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dan penambahan jenis pelayanan yang diberikan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Selatan, serta diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan asli daerah yang digolongkan dalam Retribusi
Golongan Jasa Umum;

bahwa dalam rangka mempedomani dengan ketentuan
yang lebih tinggi dan adanya putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 dalam pelaksanaan
retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu
dilakukan perubahan beberapa ketentuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011
tentang Retribusi Golongan Jasa Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa
Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang — Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);



10.

11.

12.
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang - Undang Nomor 36  Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310 );

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa
Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
Dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Peratuaran Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1), diubah
sebagai berikut :

1.

Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus dan diubah 1 ( satu ) pasal, yakni
Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

(1) Komponen tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 terdiri dari :

a. 40 % untuk Jasa Sarana termasuk Bahan dan Alat Kedokteran habis
pakai; dan

b. 60 % untuk Jasa Pelayanan.

(2) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Instansi pemungut tarif sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) untuk :

a. Cetak Peta pada Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Hulu
Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan Dan Energi
Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau sebutan lainnya yang menangani
pemungutan retribusi;

b. Cetak Peta pada Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau sebutan lainnya yang menangani
pemungutan retribusi; dan

c. Cetak Peta pada Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Daerah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan atau sebutan lainnya yang menangani pemungutan
retribusi.



Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Pasal 31

Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung
dengan menggunakan rumus sebagai berikut ;

RPMT = TP x TR
Keterangan :

RPMT: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
TP  : Tingkat Penggunaan Jasa
TR  : Tarif Retribusi

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan
pengawasan menara telekomunikasi yang dijadikan dasar alokasi beban
biaya.

Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai
rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang
terutang berdasarkan pada biaya operasional pengendalian dan
pengawasan menara telekomunikasi dengan memperhitungkan jenis
menara tunggal atau menara bersama, letak geografis, ketinggian
menara, dan jarak tempuh menara.

Biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :

a. Honorarium petugas pengawas;
b. Transportasi;

c. Uang makan;
d

Biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan
stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;

e. Alat tulis kantor; dan
f. Biaya operasional lainnya sesuai kebutuhan nyata.

Satuan biaya untuk masing-masing komponen sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dihitung berdasarkan standar harga yang berlaku di
daerah setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
ekonomi.

Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Ketentuan Lampiran [, Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum,
diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran

IV

dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.
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Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah
Sungai Selatan.

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

TTD

ACHMAD FIKRY

Sglinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAIN FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (63/2016)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

I. UMUM.

Bahwa sesuai dengan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perubahan terhadap jenis layanan retribusi
dapat dilakukan dengan merubah Peraturan Daerah yang telah ditetapkan
dengan tetap mengacu pada jenis retribusi yang sudah diatur dalam Undang -
Undang tersebut.

Serta dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan pelayanan kepada
masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pemerintah Daerah memandang
perlu untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan  terhadap ketentuan
yang ada dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa
Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas

Pasal II
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 6



